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ABSTRAK 
 
Penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membantu PT. PG. 
Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang untuk menganalisis kemungkinan adanya keuntungan yang bisa 
diperoleh yaitu berupa Pajak Penghasilan Badan yang lebih efisien.Hasil analisis menunjukkan bahwa 
adanya perencanaan pajak dengan Metode Gross Up memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak 
Penghasilan Badan PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang tahun 2012,yaitu sebelum perencanaan 
pajak (Gross Method) sebesar Rp24.874.401.367,00 dan setelah perencanaan pajak (Gross Up Method) 
menjadi sebesar Rp24.177.730.368,00. Implikasi bagi PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang 
berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan 
perusahaan, sedangkan bagi pegawai tetap PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang akan semakin 
termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena take home pay-nya yang utuh tanpa 
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 
 
Kata kunci: perencanaan pajak, Metode Gross Up, Pajak Penghasilan Pasal 21 
 
I. PENDAHULUAN 
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu 
rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara 
juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan 
pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama 
penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara 
sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana 
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan 
negara berasal dari pajak. 
Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah 
untuk mencapai profit atau laba yang optimum. 
Namun, sebagian besar keputusan bisnis baik secara 
langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh 
pajak. Agar tetap tercapai tujuan tersebut dapat 
dilakukan dengan mengefisiensikan biaya 
operasional dan meminimalisasi beban pajak. 
Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi 
ketentuan perpajakan (lawful) sampai dengan yang 
melanggar peraturan perpajakan (unlawful) yang 
berlaku. 
Perencanaan pajak merupakan upaya untuk 
menekan pajak serendah mungkin namun masih 
dalam konteks yang diperkenankan melalui celah-
celah (loopholes) yang dapat dimanfaatkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, mengingat dimana pun tidak ada 
undang-undang yang mengatur setiap permasalahan 
secara sempurna. Melalui perencanaan pajak, dana 
perusahaan menjadi lebih efektif karena beban pajak 
yang dimungkinkan untuk diperkecil dapat dialihkan 
untuk pembayaran lainnya yang lebih bermanfaat 
bagi perusahaan itu sendiri. 
Pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 
terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, 
Gross Method, Net Method, dan Gross Up Method. 
Metode Gross Up merupakan salah satu upaya 
perencanaan pajak yang legal dalam peraturan 
perpajakan. Penerapan Metode Gross Up akan 
menyebabkan penghasilan yang diterima pegawai 
utuh atau dengan kata lain tetap tidak membayar 
pajak. Implikasi bagi perusahaan, tunjangan pajak 
dapat menurunkan Pajak Penghasilan Badan dan 
otomatis laba yang didapatkan akan semakin besar. 
Selama ini PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet 
Baru Malang dalam melakukan pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap menggunakan 
Gross Method, dimana pegawai menanggung sendiri 
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pajak penghasilannya. Selain itu beban Pajak 
Penghasilan Badan PT. PG. Rajawali I Unit PG. 
Krebet Baru Malang semakin meningkat, tahun 2010 
sebesar Rp9.984.101.342,00, tahun 2011 sebesar 
Rp22.872.548.236,00 dan tahun 2012 sebesar 
Rp24.874.401.367,00. Atas dasar hal tersebut, 
peneliti mengambil judul Analisis Penerapan Metode 
Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan 
Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali I Unit PG. 
Krebet Baru Malang). 
 
KAJIAN PUSTAKA 
 
Definisi Pajak 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007). 
 
Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas 
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan 
atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 
orang pribadi (Mardiasmo, 2009:162). 
 
Definisi Perencanaan Pajak 
Perencanaan pajak adalah analisis yang dilakukan 
secara sistematis dari pembedaan berbagai 
pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan 
kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini 
dan masa pajak yang akan datang (Suandy, 2011:7). 
 
Konsep Biaya dalam Perpajakan 
Pembebanan biaya dalam undang-undang Pajak 
Penghasilan dapat dibedakan menjadi pengeluaran 
yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible 
expenses) dan pengeluaran yang tidak dapat 
dibebankan sebagai biaya (non deductible expenses) 
yang digunakan sebagai pengurang penghasilan 
bruto. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, besarnya 
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 
negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan 
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan, termasuk: 
1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung 
berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 
a. biaya pembelian bahan; 
b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, 
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan 
dalam bentuk uang; 
c. bunga, sewa, dan royalti; 
d. biaya perjalanan; 
e. biaya pengolahan limbah; 
f. premi asuransi; 
g. biaya promosi dan penjualan yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; 
h. biaya administrasi; dan 
i. pajak kecuali Pajak Penghasilan; 
2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh 
harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran 
untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dan Pasal 11A; 
3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 
4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta 
yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan 
atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan; 
5. kerugian selisih kurs mata uang asing; 
6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan 
yang dilakukan di Indonesia; 
7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 
dengan syarat: 
a. telah dibebankan sebagai biaya dalam 
laporan laba rugi komersial; 
b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar 
piutang yang tidak dapat ditagih kepada 
Direktorat Jenderal Pajak; dan 
c. telah diserahkan perkara penagihannya 
kepada Pengadilan Negeri atau instansi 
pemerintah yang menangani piutang negara; 
atau adanya perjanjian tertulis mengenai 
penghapusan piutang/pembebasan utang 
antara kreditur dan debitur yang 
bersangkutan; atau telah dipublikasikan 
dalam penerbitan umum atau khusus; atau 
adanya pengakuan dari debitur bahwa 
utangnya telah dihapuskan untuk jumlah 
utang tertentu; 
d. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 
tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak 
tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; 
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e. yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; 
9. sumbangan dalam rangka penanggulangan 
bencana nasional yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah; 
10. sumbangan dalam rangka penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan di Indonesia 
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah; 
11. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah; 
12. sumbangan fasilitas pendidikan yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah; dan 
13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga 
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Sementara itu Pasal 9 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 mengatur untuk 
menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi 
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
tidak boleh dikurangkan: 
1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk 
apapun seperti dividen, termasuk dividen yang 
dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi; 
2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, 
atau anggota; 
3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, 
kecuali: 
a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha 
bank dan badan usaha lain yang menyalurkan 
kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 
perusahaan pembiayaan konsumen, dan 
perusahaan anjak piutang; 
b. cadangan untuk usaha asuransi termasuk 
cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 
c. cadangan penjaminan untuk Lembaga 
Penjamin Simpanan; 
d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha 
pertambangan; 
e. cadangan biaya penanaman kembali untuk 
usaha kehutanan; dan 
f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan 
tempat pembuangan limbah industri untuk 
usaha pengolahan limbah industri, yang 
ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; 
4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja 
dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan 
bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk 
natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai 
serta penggantian atau imbalan dalam bentuk 
natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan; 
6. jumlah yang melebihi kewajaran yang 
dibayarkan kepada pemegang saham atau 
kepada pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan yang dilakukan; 
7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, 
dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali 
sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta 
zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan 
oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan 
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 
8. Pajak Penghasilan; 
9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 
kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang 
yang menjadi tanggungannya; 
10. gaji yang dibayarkan kepada anggota 
persekutuan, firma, atau perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham; 
11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 
kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang 
berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan. 
 
Metode Gross Up 
Ada tiga metode yang bisa digunakan dalam 
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu: 
1. Gross Method merupakan metode pemotongan 
pajak dimana karyawan menanggung sendiri 
jumlah pajak penghasilannya,  
2. Net Method merupakan metode pemotongan 
pajak dimana perusahaan menanggung pajak 
karyawannya, dan 
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3. Gross Up Method merupakan metode 
pemotongan pajak dimana perusahaan 
memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya 
sama besar dengan jumlah pajak yang akan 
dipotong dari karyawan (Pohan, 2011:91-92). 
Pada penerapan Gross Method dan Net Method 
hanya akan menguntungkan salah satu pihak, 
sedangkan pihak lainnya rugi. Namun Gross Up 
Method dapat memberikan keadilan pada kedua 
belah pihak (win win solution) karena bagi 
perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai 
biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai 
penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada 
Gross Up Method diformulasikan untuk 
menyamakan jumlah pajak yang akan dipotong 
dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan 
terhadap pegawainya. 
 
Tabel 1. Rumus Gross Up untuk Perhitungan 
Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib 
Pajak Orang Pribadi Tahun 2009 
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Sumber: http://pusatlayananpajak.blogspot.com 
 
Laporan Keuangan Komersial dan Laporan 
Keuangan Fiskal 
Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan 
menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang 
menunjukkan laba/penghasilan yang merupakan 
objek pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor 
Penyuluhan Pajak setempat. Namun, biasanya 
jumlah laba dari proses akuntansi komersial berbeda 
dengan jumlah laba menurut konsep fiskal. Oleh 
karena terdapat perbedaan tersebut, maka perlu 
adanya koreksi fiskal untuk mengubah laporan 
keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal 
sehingga pajak yang seharusnya terutang dalam 
akuntansi sama dengan menurut pajak. 
 
METODE 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode 
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 
suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 
deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 
2011:54). Oleh karena itu, dengan metode deskriptif 
penelitian mengenai perencanaan pajak dengan 
menerapkan Metode Gross Up dalam perhitungan 
Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap ini 
diharapkan mampu membantu perusahaan untuk 
menganalisis kemungkinan adanya keuntungan yang 
bisa diperoleh yaitu berupa Pajak Penghasilan Badan 
yang lebih efisien. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pajak merupakan salah satu beban yang sangat 
mempengaruhi cash flow perusahaan. Oleh karena 
itu pengambilan keputusan untuk memilih strategi 
yang tepat merupakan langkah yang sangat penting 
dalam rangka meminimalkan beban Pajak 
Penghasilan Badan. Perencanaan pajak (tax 
planning) adalah alternatif yang tepat dengan 
memanfaatkan celah-celah dalam peraturan 
perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari 
sanksi-sanksi perpajakan. Beberapa perencanaan 
pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 
1. Pakaian Dinas 
Pada tahun 2012 PT. PG. Rajawali I Unit PG. 
Krebet Baru Malang mengeluarkan dana sebesar 
Rp332.533.940,00 yaitu dari Bagian Pengelolaan 
sebesar Rp66.506.788,00, Bagian Tanaman 
sebesar Rp99.760.182,00, Bagian Tebang dan 
Angkut sebesar Rp16.626.697,00, Bagian 
Pembikinan Gula Pasir sebesar 
Rp116.386.879,00, dan Bagian Pembungkusan & 
Pengangkutan Gula sebesar Rp33.253.394,00 
untuk pakaian dinas pegawai. Namun 
bagaimanapun juga pengeluaran tersebut tidak 
dapat dijadikan sebagai deductible expense 
karena pakaian dinas merupakan bentuk natura 
dan kenikmatan. 
2. Tunjangan Hari Raya 
Setiap tahun PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet 
Baru Malang memberikan Tunjangan Hari Raya 
(THR) kepada pegawainya.Tunjangan Hari Raya 
(THR) termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan sesuai 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2008. Pada tahun 2012 Tunjangan Hari 
Raya (THR) yang dikeluarkan sebesar 
Rp502.394.227,00 yaitu dari Bagian Pengelolaan 
sebesar Rp161.247.240,00, Bagian Tanaman 
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sebesar Rp94.545.360,00, Bagian Tebang dan 
Angkut sebesar Rp44.744.760,00, Bagian 
Pembikinan Gula Pasir sebesar 
Rp140.272.400,00, dan Bagian Pembungkusan 
dan Pengangkutan Gula sebesar 
Rp61.584.517,00. 
3. Biaya Pengobatan 
Setiap pegawai mendapatkan fasilitas bebas biaya 
pengobatan dari perusahaan.Biaya pengobatan ini 
termasuk non deductible expense karena 
merupakan natura dan kenikmatan. Pada tahun 
2012 biaya pengobatan PT. PG. Rajawali I Unit 
PG. Krebet Baru Malang sebesar 
Rp3.060.767.159,00. 
4. Biaya Perjalanan 
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2008 biaya perjalanan termasuk 
dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan. Oleh karena itu 
sebaiknya perusahaan membuat bukti yang sah 
agar dapat diakui menjadi deductible expense. 
Biaya perjalanan PT. PG. Rajawali I Unit PG. 
Krebet Baru Malang sebesar Rp504.283.524,00 
pada tahun 2012. 
5. Ongkos Penerimaan Tamu 
PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang 
mengeluarkan ongkos penerimaan tamu sebesar 
Rp399.107.863,00 pada tahun 2012. Agar 
pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai 
deductible expense, sebaiknya perusahaan 
membuat daftar nominatifnya sesuai dengan Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 
27/PJ.22/1986. 
6. Biaya Sumbangan (CSR) 
Pada tahun 2012 PT. PG. Rajawali I Unit PG. 
Krebet Baru Malang mengeluarkan dana sebesar 
Rp432.387.873,00 untuk sumbangan (CSR). Agar 
biaya sumbangan tersebut dapat diakuikan 
sebagai deductible expense, sebaiknya perusahaan 
membuat bukti dan laporan yang sah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011. 
7. Training, Workshop, dan lain-lain 
Biaya training, workshop, dan lain-lain termasuk 
dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan sesuai Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.Oleh 
karena itu sebaiknya perusahaan membuat bukti 
yang sah agar dapat diakui menjadi deductible 
expense. Besarnya biaya training, workshop, dan 
lain-lain PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet 
Baru Malang adalah Rp958.043.109,00 pada 
tahun 2012. 
8. Rumah Dinas 
Pegawai PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet 
Baru Malang mendapatkan fasilitas rumah dinas 
dari perusahaan yang menghabiskan dana sebesar 
Rp596.233.000,00 untuk biaya pemeliharaannya 
pada tahun 2012. Biaya pemeliharaan rumah 
dinas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 
deductible expense karena bukan termasuk dalam 
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan. 
9. Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai 
Selama ini pegawai PT. PG. Rajawali I Unit PG. 
Krebet Baru Malang menanggung sendiri Pajak 
Penghasilan Pasal 21-nya, sehingga take home 
pay-nya menjadi berkurang. Perusahaan dapat 
meningkatkan kesejahteraan pegawainya dengan 
menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut 
dalam bentuk tunjangan pajak. Dalam hal ini 
perusahaan tidak akan dirugikan karena biaya 
tunjangan pajak tersebut merupakan deductible 
expense, sehingga dapat diperlakukan sebagai 
pengurang penghasilan bruto. Sesuai Pasal 6 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2008 bahwa tunjangan yang diberikan 
dalam bentuk uang termasuk dalam biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan. Oleh karena tunjangan pajak 
tersebut diberikan dalam bentuk uang sehingga 
akan tercantum dalam slip gaji pegawai yang 
merupakan objek pajak. Alternatif yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 
menggunakan Metode Gross Up untuk 
menentukan besarnya tunjangan pajak agar sama 
dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 
pegawai. Perencanaan pajak tersebut sangat 
menguntungkan pihak pegawai karena gajinya 
akan utuh tanpa dipotong Pajak Penghasilan Pasal 
21. 
Berdasarkan perencanaan pajak (tax planning) 
tersebut dapat dihasilkan rekonsiliasi fiskal sebagai 
berikut. 
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Tabel 2. Rekonsiliasi Rincian Harga Pokok Produksi Komparatif Setelah Perencanaan Pajak (Tax Planning) PT. 
PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang Per 31 Desember 2012 
(Dalam Rupiah) 
Uraian 
Sebelum 
Perencanaan Pajak 
(Gross Method) 
Koreksi Fiskal 
Setelah 
Perencanaan Pajak 
(Gross Up Method) 
Bagian Pengelolaan:       
Pegawai 3.803.426.972   3.803.426.972 
Pakaian dinas   66.506.788   
Tunjangan Hari Raya  161.247.240 161.247.240 161.247.240 
Penjagaan 2.128.077.000   2.128.077.000 
Kendaraan 4.172.363.000   4.172.363.000 
Kantor dan umum 4.394.763.472   4.394.763.472 
Biaya pengobatan   3.060.767.159 
 Biaya perjalanan   504.283.524 504.283.524 
Ongkos penerimaan tamu   399.107.863 399.107.863 
Biaya sumbangan (CSR)   432.387.873  432.387.873 
Training, workshop, dan lain-lain   958.043.109   958.043.109 
Pesangon & uang jasa 0   0 
Pajak 482.955.000   482.955.000 
Macam-macam 5.403.206.000   5.403.206.000 
  20.546.038.684 5.582.343.556 22.839.861.053 
Bagian Tanaman:       
Pegawai 2.169.328.458   2.169.328.458 
Pakaian dinas   99.760.182   
Tunjangan Hari Raya  94.545.360 94.545.360 94.545.360 
Sewa tanah 485.403.000   485.403.000 
Penggarapan 2.461.096.000   2.461.096.000 
Pupuk 28.227.000   28.227.000 
Kebun bibit 1.962.128.000   1.962.128.000 
Tebu rakyat 4.030.417.000   4.030.417.000 
Saluran air 0   0 
Macam-macam 615.293.000   615.293.000 
  11.846.437.818 194.305.542 11.846.437.818 
Bagian Tebang dan Angkut:       
Pegawai 1.057.247.543   1.057.247.543 
Pakaian dinas   16.626.697   
Tunjangan Hari Raya  44.744.760 44.744.760 44.744.760 
Tebang dan dorong 751.456.000   751.456.000 
Angkutan di atas rail 6.870.592.000   6.870.592.000 
Biaya umum 687.852.000   687.852.000 
Subsidi angkutan tebu 5.641.661.000   5.641.661.000 
Pemeliharaan loko 3.901.079.000   3.901.079.000 
Penggantian angkutan loko -1.448.367.000   -1.448.367.000 
Macam-macam 4.406.675.000   4.406.675.000 
  21.912.940.303 61.371.457 21.912.940.303 
Bagian Pembikinan Gula Pasir:       
Pegawai 3.250.150.721   3.250.150.721 
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Uraian 
Sebelum 
Perencanaan Pajak 
(Gross Method) 
Koreksi Fiskal 
Setelah 
Perencanaan Pajak 
(Gross Up Method) 
Pakaian dinas   116.386.879   
Tunjangan Hari Raya  140.272.400 140.272.400 140.272.400 
Tukang 10.018.145.000   10.018.145.000 
Pekerja 7.976.398.000   7.976.398.000 
Bahan bakar 5.009.194.000   5.009.194.000 
Pelumas & penerangan 2.805.333.000   2.805.333.000 
Saringan 520.802.000   520.802.000 
Kapur pabrikasi 5.750.044.000   5.750.044.000 
Bahan kimia 2.070.771.000   2.070.771.000 
Macam-macam 7.289.501.000   7.289.501.000 
  44.830.611.121 256.659.279 44.830.611.121 
Bagian Pembungkusan & Pengangkutan Gula:       
Pegawai 1.478.028.403   1.478.028.403 
Pakaian dinas   33.253.394   
Tunjangan Hari Raya  61.584.517 61.584.517 61.584.517 
Pembungkusan gula 4.363.624.783   4.363.624.783 
Pengangkutan gula 661.846.903   661.846.903 
Rupa-rupa pengangkutan 17.568.000   17.568.000 
  6.582.652.606 94.837.911 6.582.652.606 
Pemeliharaan:       
Mesin dan instalasi 39.012.861.000   39.012.861.000 
Pabrik. gedung & emplasmen 5.198.387.000   5.198.387.000 
Rumah dinas   596.233.000   
Inventaris 203.572.000   203.572.000 
Jasa produksi dan lain-lain 6.553.890.000   6.553.890.000 
  50.968.710.000 596.233.000 50.968.710.000 
Penyusutan:       
Aktiva tetap KB I 24.853.623.000   24.853.623.000 
Aktiva tetap KB II 10.525.116.000   10.525.116.000 
Amortisasi biaya inisial 0   0 
  35.378.739.000   35.378.739.000 
Tunjangan PPh Pasal 21 pegawai tetap 
 
492.861.627 492.861.627 
Jumlah harga pokok produksi 192.066.129.532 7.278.612.372 194.852.813.528 
Biaya produksi dialokasikan 192.066.129.532   194.852.813.528 
Persediaan awal gula tetes 4.495.661.000   4.495.661.000 
Persediaan akhir gula tetes -108.045.111.000   -108.045.111.000 
Jumlah Harga Pokok Produksi 88.516.679.532 7.278.612.372 91.303.363.528 
Sumber: Data Diolah, 2013 
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Tabel 3. Rekonsiliasi Angka-Angka Perhitungan Laba (Rugi) Setelah Perencanaan Pajak (Tax Planning) PT. PG. 
Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang Per 31 Desember 2012 
 
  
(Dalam Rupiah) 
Uraian 
Sebelum Perencanaan Pajak 
(Gross Method) 
Koreksi Fiskal 
Setelah Perencanaan Pajak 
(Gross Up Method) 
Hasil Penjualan 249.166.140.000   249.166.140.000 
Harga Pokok Penjualan 88.516.679.532 91.303.363.528 91.303.363.528 
          Laba (Rugi) Kotor 160.649.460.468   157.862.776.472 
Biaya Usaha 30.777.980.000   30.777.980.000 
          Laba (Rugi) Usaha 129.871.480.468   127.084.796.472 
Pendapatan & Biaya Lain-Lain       
Pendapatan Lain-Lain 1.820.723.000   1.820.723.000 
Biaya Lain-Lain 32.194.598.000   32.194.598.000 
  -30.373.875.000   -30.373.875.000 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 
PPh Badan 
Laba (Rugi) Setelah Pajak 
99.497.605.468 
24.874.401.367 
74.623.204.101   
96.710.921.472 
24.177.730.368 
72.533.191.104 
Sumber: Data Diolah, 2013 
 
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (Gross Method) dan Setelah 
Perencanaan Pajak (Gross Up Method) Tahun 2012 
   
(Dalam Rupiah) 
Keterangan Gross Method Gross Up Method Efek Pajak Penghasilan 
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai 
Tetap 451.944.331 492.861.627 Naik 40.917.296 
Pajak Penghasilan Badan 24.874.401.367 24.177.730.368 Turun 696.670.999 
Pajak Penghasilan yang disetorkan ke 
kas negara 25.326.345.698 24.670.591.995 Turun 655.753.703 
Pajak Penghasilan yang ditanggung 
perusahaan 24.874.401.367 24.670.591.995 Turun 203.809.372 
Sumber: Hasil Analisis Data, 2013 
 
Di sisi lain dengan diterapkannya Metode Gross 
Up pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 
pegawai tetap PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet 
Baru Malang sebagai upaya perencanaan pajak (tax 
planning) akan menimbulkan dampak positif 
maupun negatif pada berbagai pihak, antara lain: 
1. PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang 
Bagi PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru 
Malang akan berdampak pada penurunan beban 
Pajak Penghasilan Badan yaitu sebesar 
Rp696.670.999,00. Meskipun perusahaan harus 
menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai 
tetapnya sebesar Rp492.861.627,00, namun hal 
tersebut dapat memotivasi pegawai untuk lebih 
produktif dan loyal pada perusahaan karena 
penghasilannya meningkat. 
2. Pegawai Tetap PT. PG. Rajawali I Unit PG. 
Krebet Baru Malang 
Bagi pegawai tetap PT. PG. Rajawali I Unit PG. 
Krebet Baru Malang akan berdampak pada take 
home pay-nya yang utuh tanpa dipotong Pajak 
Penghasilan Pasal 21 karena beban Pajak 
Penghasilan Pasal 21-nya ditanggung oleh 
perusahaan. Dengan demikian para pegawai akan 
merasa lebih dihargai oleh perusahaan dengan 
adanya tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 
yang diberikan. 
3. Negara/Pemerintah 
Bagi negara/pemerintah akan berdampak pada 
penurunan pendapatan yang berasal dari sektor 
pajak sebesar Rp655.753.703,00 dari yang 
seharusnya didapatkan yaitu sebesar 
Rp25.326.345.698,00. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1. Tunjangan pajak yang dihasilkan dalam 
perencanaan pajak (tax planning) dengan Metode 
Gross Up dapat diakui sebagai deductible 
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expense. Tahun 2012 jumlah Pajak Penghasilan 
Pasal 21 pegawai tetap PT. PG. Rajawali I Unit 
PG. Krebet Baru Malang sebelum perencanaan 
pajak (Gross Method) sebesar Rp451.944.331,00 
dan setelah perencanaan pajak (Gross Up 
Method) menjadi sebesar Rp492.861.627,00. 
2. Perencanaan pajak (tax planning) dengan Metode 
Gross Up merupakan salah satu upaya dalam 
mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan 
Badan. Jumlah Pajak Penghasilan Badan PT. PG. 
Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang tahun 
2012 sebelum perencanaan pajak (Gross Method) 
sebesar Rp24.874.401.367,00 dan setelah 
perencanaan pajak (Gross Up Method) menjadi 
sebesar Rp24.177.730.368,00. 
3. Perencanaan pajak (tax planning) dengan Metode 
Gross Up mampu mengefisiensikan beban Pajak 
Penghasilan Badan sehingga dana PT. PG. 
Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang sebesar 
Rp696.670.999,00 dapat digunakan untuk 
menunjang perkembangan perusahaan, salah 
satunya tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 
pegawai tetap. 
 
Saran 
1. PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang 
harus selalu mengikuti perkembangan peraturan 
perpajakan yang berlaku dan melakukan 
penelitian yang mendalam agar terhindar dari 
penggelapan pajak. 
2. PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang 
sebaiknya melakukan perencanaan pajak (tax 
planning) dengan cara mengubah kebijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan biaya 
kesejahteraan pegawai yang bersifat non 
deductible expense menjadi deductible expense 
dengan cara membuat daftar nominatif untuk 
membuktikan bahwa biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan benar-benar ada hubungannya 
dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, 
menagih dan memelihara penghasilan 
perusahaan, sehingga dapat dilaporkan sebagai 
lampiran saat menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan 
Badan. 
3. PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang 
sebaiknya memberikan tunjangan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dengan menerapkan Metode 
Gross Up kepada pegawai tetap sebagai salah 
satu upaya perencanaan pajak (tax planning), 
sehingga tercipta win win solution bagi kedua 
belah pihak dimana bagi perusahaan dapat 
mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan 
dan bagi pegawai dapat meningkatkan take home 
pay-nya. 
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